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Peraturan Pemenntah Nomor 13 Tahun 2015 tentang  Perubuhan

Kedua Atwas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 entang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar

Pengelolnan  Pendidikun  oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah,

10. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Yahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157):

11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan:

13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom,

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,

15. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dimi,

16. Keputusan Menten Pendidikan Nasional Nomor : 060/1/2002 tentang
Pedoman Pendinan Sekolah; '

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9),

18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumdang

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

2]. Peraturan Bupati Sumedang Nomor | Tahun 2017 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pada Perangkat Daerah.

a  Akta Notaris Nomor 07 tanggal 06 Oktober 2018 dan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -
AHU-0014352.AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 10 Juni 2019.

b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

‘Sumedang Nomor 1.10 4ep‘369lekbud12015 Tanggal 42080
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© 470/ 149IIIDes120 19 tentang Surat




